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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan yang terdiri dari kedudukan hukum dalam hierarki peraturan
perundang-undangan, pengaturan ancaman pidana sebagai syarat untuk
dilaksanakannya diversi, dan status usia anak yang terdapat pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak bukanlah suatu bentuk penyimpangan
terhadap Undang-Undang. Ketentuan yang terdapat pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah penafsiran
yang dinormakan sekaligus melengkapi ketentuan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana yang
belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang pada saat Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibentuk.

2. Dari hasil perbandingan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak dan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim selaku aparat penegak
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hukum berpegang pada kedua peratuan perundang-undangan yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam
menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang dengan cara pendekatan
diversi. Hakim harus berpegang pada kedua peratuan perundang-undangan
tersebut dengan tujuan untuk tercapainya asas kepastian, keadilan dan
kemanfaatan guna dapat menyelamatkan masa depan anak serta

memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penulisan atas permasalahan dan pembahasan serta
kesimpulan yang telah dipaparkan pada skripsi ini, maka penulis
mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan atau
pemeriksaan anak pada pengadilan negeri dapat menggunakan ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, guna
tecapainya kepentingan terbaik bagi anak yaitu menghindarkan anak dari
stigma buruk dan perampasan kemerdekaan dikarenakan terlalu lama
menjalani rangkai proses peradilan pidana yang cukup panjang.

2. Pentingnya dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (PERKAPOLRI) atau Peraturan Jaksa (PERJA) terkait

penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversi yang
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sejalan dan mengacu dengan ketentuan pelaksanaan diversi pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
demi memberikan kepentingan terbaik dan kepastian hukum terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum serta menjadi pedoman yang lebih lengkap
bagi penyidik dan penuntut umum dalam malaksanakan diversi pada

tingkat penyidikan dan penuntutan.
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